RINGKASAN

Prosedur Penagihan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kabupaten Jember, Ayu Sulistyorini, NIM D42210435, Tahun
2025, Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Bapak
Kukuh Widiatmoko (Pembimbing Lapang), dan Ibu Rahma Rina Wijayanti, S.E.,
M.Sc. Ak. (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil
kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung di Badan Pendapatan Daerah
untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S. Tr).
Tujuan khusus dari laporan ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan terkait
dengan Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kabupaten Jember.

Kegiatan umum BAPENDA Kabupaten Jember berkaitan dengan
pengelolaan pendapatan daerah (Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah,Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Bidang
Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, serta Bidang Verifikasi dan
Pengendalian Pendapatan Daerah). Kegiatan yang dilakukan selama magang yakni
terkait dengan Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah terutama pada
Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dimulai dari menerima
SKPD, mendistribusikan SKPD, menerbitkan surat tagihan pertama, surat tagihan
kedua, dan surat pelimpahan.

Prosedur penagihan pajak reklame diawali dengan pendataan objek pajak
reklame.Hasil pendataan kemudian disusun menjadi laporan dasar untuk
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah SKPD diterbitkan dan
ditetapkan, dokumen ini diserahkan kepada Bidang Penagihan dan Pelaporan
Pendapatan Daerah untuk di rekap dan didistribusikan kepada wajib pajak. Jika
dalam jangka waktu yang ditentukan wajib pajak belum melunasi kewajibannya,
maka akan diterbitka Surat Tagihan I, Surat Tagihan II. Apabila setelah diterbitkan
Surat Tagihan II wajib pajak masih belum melunasi kewajibannya, maka akan

diterbitkan surat pelimpahan untuk dilakukan pengendalian lebih lanjut.
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